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BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 
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Menimbang 

Mengingat 

• 

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 avat 
(I) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud haruf a perlu pengaturan tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang diatur 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 

I. Undang-undang Undang-undang Nomor 29 Tahun 
1959 tentang pembentukan Daerah -daerah Tingkat Il 
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 NomOr 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822), 

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara No1or 3363] 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 200 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286), 
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4. Undang-undang Nomor Tahun 22004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355), 

5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4438) 

6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4456) 

7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perun(dang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) 

8. Undang-undang Noor 8 Tahun 2o1 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kolaka Tint di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repubhik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5401) 

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noror 2 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679] 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang 
Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata 
Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952), 

I Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewcnangan Provins 
scbagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2000 Nomor 54, Tambat.an Lembaran 
Negara Nomor 3952, 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4090) 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200 Noor 9O, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1416) sebagaimana 
tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47121 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambxhan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 
telah diubah bcberapa kali deng an Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lerabaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578]; 

7.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 22005 tentang 
edoman Pembinaan dan engawasan Penyelenraan 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4539], 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antata Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5104); • 
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MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

Dengan persetujuan bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur 

Dan 
Bupati Kolaka Timur 

20. Peraturan Preside Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Keschatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

21 Peraturan Dacrah Kabupaten Kolaka Timur Noor l 
Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Ker)a 
Sckretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Lingkup Pemerintah Dacrah Kabupaten 
Kolaka timur (Lembar Daerah Kabupaten Kolaka Timur 
Tahun 2015 Nomor 1); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
scbagaimana telah diubah dengan eraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pebahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I3 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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Pasal l 
• Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

I Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda 

4 



i 

' 

,, 

t 
' 

i ' 

t 

' r 
' 

' f 
' ' 

• 

• 

adalah Perda Kabupaten Kolaka Timur; 
2. Pejabat Pemerintah adalah pejabat Pemerintah pusat 

yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dcngan 
peraturan perundang-undangan 

3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan 
Pemerintahan oleh pemerintah Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur bersama DPRD Kabupaten Kolaka Timur 
menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan 
dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
scbagaimana dimaksud dalam Undang- andang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945, 

4. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah 
otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Kolaka Timur; 

6. Bupati adalah Bpati Kolaka Timur; 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanyatnya disebut 

DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur 
8. Pimpinan DpRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua 

DPRD Kabupaten Kolaka Timur. 
9. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan 

keanggotaannya sebagai nggota DPRD Kabupaten 
Kolaka Timur dan telah mengucapkan surpah/ janji 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 

10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD 
Kabupaten Kolaka Timur. 

I Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang 
memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten olaka Timur. 

2 Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang 
diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan 
penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam 
acara resmi atau pertemuan resmi, 

13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara 
kencgaraan atau acara resmi yang meiiputi aturan 
mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata 
penghormatan sehubungan dengart penghormatan 
kepada seseorang sesuai dengan jabagn dan/atau 
kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau 
masyarakat. 

I4. Acara resmi adalah acara yang bersif at resmi yang 
diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau 
Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, 
pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta 
undangan lainnya 

15. Tata upacara adalah aturan untuk elaksanakan 
upacara dalam acara kenegaraan dan acaa resmi 

16. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat 
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bag pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat 
pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu 
dalam acara kenegaraan atau acara resm 

17 Tata penghormatan adalah aturan untuk 
melaksanakan pemberian hormat bag pejabat negara, 
pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan 
tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan 
a\au acara resmi 

18. Uang representasi adalah uang yang dibertkan setiap 
bulan kepada Pimpinan dan Ang,gota DPRD 
sehubungan dengan kedudukannya seba gai Pimpinan 
dan Anggota DPRD 

19. Uang Paket adalah uang yang diberikan setap bulan 
epada impinan dan Anggota DRD dalam 
menghadiri dan mengikuti rapat-rapat din.as 

20. Tuanjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setap 
Dulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena 
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan 
Anggota DPRD. 

21. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan 
yang diberikan sectiap bulan kepada impinan atau 
nggota DPRD schubungan dengan kedudukannya 
sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sckretaris atau 
nggota Badan Musyawarah atau Komisi, atau adan 
Kehormatan atau Badan Anggaran atau Alat 
Kelengkapan lainnya 

22 Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang 
disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
berupa tunjangan pemeliharaan kesechatan dan 
pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/ 
rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, 
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya 
pengurusan jenazah. 

23. Uang jasa pengabdian adalah uang Yong diberikan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa 
pengabdiannya setelah yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hormat. 

24 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah selanjutnya 
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 

25. Tenaga Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk 
membantu Pemerintah Daerah dalam mnelaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya yang be~rasal dari Non 
egawai Negeri Sipil yang pengadaannya sesuai dengan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

BAB II 
KEDUDUKAN PROTOKOLER 
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PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Pertama 
Acara Resmi 

Pasal 2 

Pirnpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan 
Protokoler dalam Acara Resmi 

Bagian Kedua 

Tata Tempat 

Pasal 3 
Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara 
resmi yang diadakan di ibu kota Kabupaten dan 
Kecamatan sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah, 
b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil 

Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal 
lainnya; 

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama engan Pejabat 
Dacrah lainnya yang sctingkat Asisten, Sckretaris 
Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan 
Kerja Daerah lainnya 

Pasal 4 

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut 
a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD; 
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan 

scjajar di sebelah kanan Ketua DPRD; 
c. Wakil-wakil Ketua DPRD ditempatkan sejajar di 

sebelah kiri Ketua DPRD, 
d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah 

disediakan untuk Anggota; 
e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan _ undangan sesua 

dengan kondisi ruang rapat 

Pasal 5 

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan 
Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Darah 
sebagai berikut 
a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan 

mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah; 

b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri erua 
DPRD; 

c Anggota DPRD menduduki tempa yang telah 

I disediakan untuk Anggota, 
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d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera yang lama, 
duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambl 
Sumnpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah; 

e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 
akan dilantik duduk di sebelah kin Walt-wakl Ketua 
DPRD; 

f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai 
dengan kondisi ruangan rapat; 

g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil 
Ketua DPRD; 

h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera yang baru 
dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang 
mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah. 

Pasal 6 

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji 
Anggota DPRD meliputi. 

a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah 
dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau 
Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala 
Dacrah, 

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, 
duduk di tempat yang telah disediakan, 

c. Setclah pengucapan Sumpah/Janji impinan 
Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah; 

d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan 
Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk 
duduk di tempat yang telah disediakan; 

e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD; 
f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di 

tempat yang telah disediakan, dan 
g. Pers/krew TV/Radio disediakan tempat tersendiri 

Pasal 7 

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan 
Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil 
Perilihan Umum sebagai berikut: 
a impinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
b. Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pentadlan Negeri 

duduk di sebelah kanan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah, 

c. Setelah pelantikan, Kerua DPRD duduk di scbelah kiri 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil wakil 
Ketua DPRD duduk di scbclah kiri Ketua DRD; 

d Mantan Pimpinan Sementara ppRp lawn Ketua 
Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk di 
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tempat yang telah disediakan 

Bagian Ketiga 
Tata Upacara 

Pasal 8 

1 ' • l • 

()Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara 
bendera atau bukan upacara bendera 

(2) Untuk kescragaman, kelancaran, ketertiban dan 
kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan 
tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Tata Penghormatan 

Pasal 9 

f 

1 
d 
' 

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan 
sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada 
Pejabat Pererintah Daerah; 

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud puada ayat (I), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

BAB Ill 
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Pertama 
Penghasilan 

Pasal IO 

Pasal 1l 

9 
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Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari 
a. Uang Representasi; 
b. Uang Paket, 
c. Tunjangan Jabatan, 
d. Tunjangan Badan Musyawarah; 
e. Tunjangan Komisi; 
f. Tunjangan Badan Anggaran; 
g. Tunjangan Baan Kehormatan; 
h. Tunjangan Badan Pembentuk Peraturan Daerah; 

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya; 
j. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota, 
k. Belanja penunjang operasional pimpinan 

• 

• 

• 
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(I) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang 
Representasi, 

(2) Uang Representasi Keta DPRD setara dengan Gaji 
okok Bupati yang ditetapkan Pemerintah 

(33) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesat 80% 
(delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi 
Ketua DPRD; 

(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (rujuh 
puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua 
DPRD: 

(5] Sclain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) juga diberikan Tunjangan 
Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama 
dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri 
Sipil. 

Pasal 12 

(l)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang aket; 
(2) Uang P aket sebagaimana dimaksud pada ayat (I 

scbesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang 
Representasi yang bersangkutan 

Pasal 13 

(I)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan 
Jabatan, 

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimnaksud pada ayat 
(l) sebesar 145% (seratus empat puluh ima perseratusj 
dari masing-masing Uang Representasi 
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Pasal 14 

(lj Pimpinan atau Anggota DRD yang duduk dalam Badan 
Musyawarah atau Komisi atau Badan Aggaran atau 
Badan Kehormatan atau badan pembentuk peraturan 
daerah atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, 
diberikan tunjangan sebagai berikut. 
a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari 

Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; 
b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari 

Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; 
c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari 

Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; 
d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratusy'dari Tnjangan 

Ja batan Keta DPRD 
(2) Tuanjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang 

duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan 
sebagai berikut 

a. Ketua paling tinggi 50% (lima puhuh perseratus) dari 
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; 
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beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada 
Pemerintah Daerah paling lambat I (sat Dulan sejak 
tanggal pemberhentian 

Pasal 19 

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota 
DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas 
jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau 
digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah 
struktur bangunan dan status hukumnya. 

Pasal 20 

(I) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan Rumah jabatan pimpinan atau rumah 
Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 
diberikan tunjangan perumahan. 

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) berupa uang sewa rumah yang besarnya 
disesuaikan dengan standar harga stempat yang 
berlaku yang ditetapkan dengan Kepurusan Kepala 
Daerah 

Pasal 21 

Kendaraan dinas Anggota DPRD tidak dapat disewabehikan 
atau digunausahakan atau dipindahtanyankan atau 
diubah status hukumnya. 

(I)Anggota DPRD dapat disediakan masing-asmug [atu) 
unit kendaraan dinas operasional dan perawatannya 
yang dibebankan pada APBD; 

(2) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir 
masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas 
dalam keadaan baik kepada Pemerintah Darah paling 
lambat I (satu) bulan sejak tanggal pember hentian 

Pasal 22 

(I Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas 
beserta atribut DPRD 

(2) Atribut DPRD scbagaimana yang dimaksud pada ayat 
(I) berupa pin DPRD yang terbuat dari logam emas 

(3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian 
dinas dan pin DPRD ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah. • 

Pasal 24 

• 
• Pasal 23 
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• Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, 
kepada ahli waris diberikan. 

a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi 
yang bersangkutan atau apabila meningga dunia dalam 
menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 
6 (enam) kali tang representasi yang bersangkutan, 

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sebesar l (satu) kali 
uang represesntasi yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 
Uang Jasa Pengabdian 

Pasal 25 

(I)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia 
atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa 
pengabdian sesuai dengan ketentuat perundang­ 
undangan 

(2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meningeal 
dunia, uang Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) diberikan kepada ahli warisnya 

(3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah 
yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara 
hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

BAB rv 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 

Pasal 26 

(1)Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk 
mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang 
DPRD 

2) Belanja Penunjang egiatan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (I) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang 
ditetapkan Pimpinan DPRD 

BABV 
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD 

Pasal 27 • 

• 

I • I 
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• 

(I Sekretaris DPRD menyusun belanja Pmnpinan dan 
Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, 
penerimaan lain, tunjangan ppn Pasal 21 dan 
tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang 
kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana 
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

I) 
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Sekretariat DPRD, 
(2) Belanja pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23 
dan Pasal 24 dianggarkan dalam Pos anggaran DPRD; 

(3) Tunjangan Kescjahteraan pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal I7, Pasal 
18, dan Pasal 20, serta Belanja Penunjang Kegiatan 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 
dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang 
diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut 
a. Belanja Pegawai, 
b. Belanja Barang dan Jasa, 
c. Belanja Perjalanan Dinas, 
d. Belanja Pemeliharaan; 
e. Belanja Modal. 

(4] Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesua 
dengan ketentuan peraturan perundang- andangan di 
bidang pengelolaan keuangan negara 

Pasal 28 

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran 
atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar 
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan emerintah 
Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum 

Pasal 29 

dan usaha 

(I)Anggaran belanja DPRD merupakan bagan yang tidak 
terpisahkan dari APBD; 

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata 
pertanggungiawaban belanja DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat [l) disamakan dengan belanja 
satuan kerja perangkat daerah lainnya. 

• 
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BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 30 

Semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan 
protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tga) 
bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini 

' I: 
' l • 

4 • • • 
' t ., 
! 
' 

I 
I 
I 

! 
i 

BAB VllJ 
KETENTUAN PENUTUP • 

• 



H. ANWAR SANUSI 

Ditetapkan di Tirawuta 
pada tanggal 25 -01 2016 

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanan Peraturan 
Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur 
selaku Wakil Pemerintah bag Kabupaten Kolaka Timur 

Pasal 32 

(I Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur 

Pasal 31 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 20I5 NOMOR .... 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
TIMUR PROVENSI SULAWESI TENGGARA :.............1........... 

PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
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Diundangkan di Tirawuta 
pada tanggal 2S-0L­ 2016 
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PLT. SEKRETARIS DAERAH ' 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 
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NOMOR 3 TAHUN 2016 
TENTANG 

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

UMUM 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah khususnya mengenai Susunan dan Kedudukan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPD merupakan 
Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan berkedudukan 
sebagai pejabat daerah 

Sebagai Lembaga penyelenggara Pemerintahan Dacrah, DPRD 
mcmpunyai kedudukan unsur penyclenggara pemerintahan dacrah dan 
mcmiliki hubungan kcrja bersifat kcmitraan dcngan Pemerintah Dacrah, 
Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD bersama-sama engan 
Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk 
melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing­ 
masing. Berdasarkan hal terscbut antar kedua lembaga wajib 
memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu 
sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing 

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling 
mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak hak protokoler 
dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Hal tersebut bertujuan 
agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban 
meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan 
demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam 
melaksanaka tugas dan kewenangannya, mengembangkan hbungan 
dan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan 
eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi 
terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota 
DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara 
resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan 
jabatannva scbagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud 
meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan 

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian 
penghasilan tetap dan tunjangan kescjahtcraan serta belanja penunjang 
kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui 
APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 
bertanggungiawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat 
meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yng ditetapkan 
oleh Pimpinan DPRD. 

Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas 
wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat 
merupakan faktor -faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya 
bcban tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah antara suatu Daerah dengan Daerah lainnya. 
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Di sisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas 
fungsi dan tanggung jawab DPRD suatu Daerah dibatasi oleh 
kemampuan. keuangannya 

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan, keuangan 
Daerah tersebut di atas dan guna menghindari perbedaan yang 
mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi uruhnya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan 
keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip 
sebagat berikut 

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama pimpinan dan Anggota DRD 
Provinsi, Kabupaten /Kota memperoleh penghasilan tetap yang sama 
Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang 
Representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan Gaji Kepala Daerah 
sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karona tu, besarnya 
uang representasi yang diterima oleh Kectua DPRD selaku pipinan 
lembaga legislatif sama dengan besarnya gaji Gubernur atau 
Bupati/Walikota selaku pimpinan lemabaga eksekutif di Daerah. 

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pernberian penghasilan tetap, Pimpinan 
dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan 
epatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah. Selain itu, beban tugas dan kewenangan antara 
Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang 
dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindari 
adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota lebih tinggi dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi. 
Demikian halnya, pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota 
DPRD Provinsi tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh pimpinan 
dan anggota DPR.RI, Dikaitkan dengan bcban tugas dan kewenangan, 
harus dihindari adanya pemberian pcnghasilan tetap Aggota DRD 
lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakl hetua 
DPRD lebih tinggi dari Ketua DPRD. 

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belana penunyang 
kegiatan DRD harus mempertimbangkan asas kepatun, kewajaran 
dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretarit DPRD guna 
mendukung kclancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD 
dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya 
dibandingkan dengan komplcksitas permasalahan yang dihadapi dan 
harus dipecahkan serta kemampuan keuangan masing-ma sing Daerah. 

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas, aka pengaturan 
tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD selain 
memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpman 
dan Anggota DPRD, juga memberi keleluasaan kepada paerah untuk 
mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sehubungan dengan adanya 
keanckaragaman kondisi dan permasalahan di Daerah 

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri nasa baktinya 
tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah 
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Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama 
mengabdi sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang 
bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian 

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai 
pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang 
telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang 
diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik 
DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD 
atau dinyatakan melakukan tindak pidana sestuai dengan keputusan 
tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian 

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari APBD, Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat 
Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang 
terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang iformulasikan ke 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Keria Perangkat Daerah 
Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuagan DPRD 
Denguan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksan~an, 
penatausahaan, dan pertanggungiawabannya diperlakukan sama 
dengan belanja perangkat Daerah lainnya. 

Penganggaran dan tindakan pengcluaran atas beban belanja 
DPRD untuk tujuan lain di lar ketentuan yang ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah ini, dapat dinyatakan melanggar hkurm. 

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak protokoler dan 
keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka Pemerintah Daerah 
supaya segera melakukan penyesuaian terhadap semua kebijakan 
Daerah dengan ketentuan -ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini e 
dalam Peraturan Daerah, Perumusan Peraturan Daerah dimaksud 
supaya mengindahkan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan 
perundang-undangan yaitu tidak boleh bertentangan dengan 
kepentingan umum, peraturan daerah lainnya dan/atau perundang­ 
undangan yang lebih tinggi. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 
Acara Resmi di Daerah adalah acara yang 
diselenggarakan di {lbukota Kabupaten oaka Timur, 
Kecamatan dan Kelurahan/ Desa. 
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Hurufb 
Cukup jelas 

Huruf c 
• 

• 



---------------- 
Cukup jelas. 

Pas1 3 
Cukup jelas. 

Pasa] 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan 
Wakl Kepala Daerah berlangsung di Gedung DRD 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cuup jelas 

Pasal 8 
Cukup jclas 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 1l 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal I 
Ayat( 
Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti Badan 

Legislast 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup pelas 

• 
Pasal 16 
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Pasai 2l 
Ayat () 
pakaian Dihas beserta atributnya terdiri ata$' 

Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) paso8 a at g lalam satu 

tahun; 

Pasal I9 
Cukup jclas 

asal 20 
Cukup jcla° 

Ayat (2) 
Cukup j0las 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Ayat (1) 
pcdiaan rumah dinas anggota DPRD beserta 

iengkapannya berpedoran pada standar yang ditetapk@ 

egg keputusan Kepala Daerah. Penyerahan pemak@ 

rah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan 

tan perjanjian antara pemerintah Daerah dengan Y 

bersangkutan 

Ayat (2) 
Cukup jclaS 

Ayat (3) 
Cukup jclaS 

Ayat ( 
rjagan pemeliharaan 

kesehatan dan pengobatan _"" 

tar, ketcntuan yang berlaku pada Pegawai Neger ?' 
Golongan IV­ 

Ayat (2) 
Cukup jelas­ 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasad T 
Ayat t) 
pediaan rumah jabatan, perlengkapan dan endaraan "" 

~ta Piepinan DPRD berpedoman pada standar eng ditet 

4,g. keputusan Kcpala Daerah, Pada saat penyeratan. pemaka 

eh jabatan beserta pertcngkapan serta 1 (satu) kendaraan ""? 
~it%e, itangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerinth 

paerah dengan Pimpinan DPD 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

SEKRETARIAT 
DPRD 

I I I 
BAGIAN BAG1AN BA GIAN BAGIAN 

HUKUM& 
UMUM PERSIDANGAN 8 

' 
KEUANGAN EMBEN TUKAN 

KEHL/MA,SAN PERDA 

$U8Ag SU8AG $0BAG $0BAG 

TATA USAA PERSIDANGAN ANGGAPAN8 PRATUAN 
AKUN TANSI PE#RNDANG 

UNO4NGAN 

' 
$0BAG. $u8AG $08AG $1084G 

pERueNGKAPAN & PROTOKOLER PERENCANAAN UK.UM RUMAN TANGGA 

$0BAG $08AG. SU8AG . $084G 

RUAH TANGGA HU4AS ERBENDAARA,AN DOKUME NTASI& PERA.LANAN OINAS ER9USTAKAN 

Pj. BUPATI KOL AKA TIMUR, 

H ANWAR SANUS 

• 

, 
• 
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Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jclas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD 

pasal 6 
Cukup ielas 

Pasat 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal IL 
Cukup jelas­ 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal I4 
Ayat(lH 
Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti adan 

Legislast 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

, 

I 

, 
Pasal 16 
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Ayat (1) 
Tunjangan pemeliharaan keschatan dan pengobatan sama 
dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil 
Golongan IV 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal I7 
Ayat (I) 
Penvediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kerdaraan dinas 
jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan 
dengan keputusan Kepala Dacrah, Pada saat penyeraban pemakaian 
rumah jabatan bescrta perlcngkapan serta I {satu) kendaraan dinas 
jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah 
Daerah dengan Pimpinan DPRD 

yat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jclas 

Pasal 18 
Ayat (1) 
Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta 
perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapan 
dengan keputusan Kepala Daerah. Penyerahan pemakaian 
rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam 
ikatan perjanjian antara pemerintah Dacrah dengan yang 
bersangkutan 

I 
I . • ' . . · l 

··t 
d 
' 

yat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 2l 
Ayat (1J 
Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atast 

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) 
tahun, 

• 
• 

• • 
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pasang dalam satu 
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b. Pakaian Sipil Resmi disediakan I (satu) pasang dalam satu 
tahun; dan 

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan I (satu) pasang dalam ima 
tahun 

Ayat (2) 
Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaan inas 
mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan 
kewajaran 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah 
sebagai berikut 
a. Belanja pegawai antara lain untuk keburuhan belanja Gaji dan 

Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan 
jabatan 

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang 
dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas 
Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekreta.at DRD, sewa 
rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat aerah, belanja 
histrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lannya 

c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pupian dan 
nggota DPRD dalam rangka melaksanakan tuganya atas nama 

lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun 
keluar Daerah yang besarnya discsuaikan dengan Standar 
perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan 
olch Kepala Daerah 

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan 
prasarana gedung kantor DPRD dan Sckretariat DPRD, rumah 
jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD Aan Kendaraan 

21 

Pasal 22 
Huruf a 
Cukup jelas 

Hurufb 
Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam 
APD sejak dari rumah duka atau tempat t gas sampai ke 
tempat pemakaman. 

Pasal 23 

f Cukup Jelas 
' 

Pasa 24 ,, Cukup jelas ! Pasal 25 
" t Ayat (1) 

Cukup jelas 

j Ayat (2) 
d Cukup jelas 
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Dinas Pimpinan DPRD. Belanja modal antara lain untuk 
kebutuhan pembangunan/ perluasan/ penambahan Gedung 
Kantor/Rumah Jabatan/ Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/ 
peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas 
anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan 
kendaraan dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai 
kekayaan daerah 

Ayat (4) 
Cukup jclas 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jclas 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup Jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

SEKRETARIAT 
DPRD 

I I I I 
8AGIAN BAGIAN 8AGIAN BAGIAN 

HUKUM& 
UMU PERSIDANGAN 8 KEUANGAN PEMBENTUKAN 

KEHUMASAN ERDA 

$08AG $U8AG $08AG $0BAG 

TAIA USAA PERSIDANGAN ANGGARAN8 PERA TUAN 
AK.UNTANS ERUNDANG­ 

UNDANGAN 

$0BAG $08AG $084G $0BAG 

pERLFNGKAAN 8 ROTOKOLE ERENCANAAN KUM RUMAH TANGA 

$08AG SUBAG $UBAG . $U8AG 

RUMA4 TANGA HUMAS PE BENDAAPAAN DOKUMENASA8 pERJAL ANAN DNAS FUTAKAAN 
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